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Pada hari ini, jumat tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas,

yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. lr. Siti Munifah, M.Si Ketua Sekolah Tlnggi Penyuluhan
Pertanian (STPP) Malang yang

berkedudukan di Jl. Dr. Cipto 144-A

Bedali, Lawang Malang 65200, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian

Malang yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

Bupati Kabupaten Sumba Barat Yang
berkedudukan di Jalan Weekarou,
Waikabubak bertindak dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
yang selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

2. Drs. Agustinus Niga Dapawole.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam

kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk mengikatkan diri

dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-

pasal sebagai berikut:

Dalam Perjanjian Kerjasama ini,
(1) Sekolah Tinggi Penyuluhan

(UPT) Pendidikan organik

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

yang dimaksud dengan :

Pertanian (STPP) Malang
Kementerian Pertanian,

adalah Unit Pelaksana Teknis
di bawah Koordinasi Pusat



(1)

l2l

Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pertanian (BPPSDIvIP) yang memiliki tugas penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian

dan Pengabdian Pada Masyarakat.
(2) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat merupakan Satuan Kerja sebagai pelaksana

Kegiatan Otonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

MAKSUD DAN TUIUAN
Pasal2

Maksud Perjanjlan Kerjasama iniadalah untuk mensinergikan potensi masing-masing

pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pertanian dan Perwujudan Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Pengembangan

Potensi dalam Bidang Usaha Pertanian diwilayah Kabupaten Sumba Barat

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan llmu Pengetahuan,

Keterampilan dan Sikap sumberdaya manusia di bidang pertanian dalam

mewujudkan Pembangunan bidang pertanlan di Kabupaten Sumba Barat

RUAN6 UNGKUP

Pasal3

Ruang Lingkup Perjanjian Keriasama ini adalah meliputi kegiatan:

(1) Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Kabupaten Sumba Barat melalui Pendidikan dan Magang di STTP Malang.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal4

(1) Hak dan Kewajlban PIHAK PERTAMA:

a. Memfasilitasi kegiatan dalam rangka proses belajar mengajar dan sarana

prasarana yang dibutuhkan mahasiswa sesuai dengan Perundang-Undangan;

b. Menerima calon mahasiswa dari wilayah Kabupaten sumba Barat sesuai dengan

kualifikasi yang telah ditentukan oleh STPP Malang;

c. Menyediakan Sumber Daya Manusia (Dosen dan Staf) yang profesional untuk

pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar diSTPP Malang;

d. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar yang memadai di Sekolah

Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



(2) Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menyiapkan sumberdaya manusia yang akan dikirim sebagai calon mahasiswa di

STPP Malang dengan kualifikasi anatara lain: CPNS, PNS dan Lulusan SMKPP, SMK

Pertanian, SMU-lPA serta MA-lPA dari Wilayah Kabupaten Sumba Bara!

b. Memfasilitasi perlengkapan administrasi persuratan bagi calon mahasiswa yang

akan dikirm ke STPP Malang;

c. Mengirimkan calon mahasiswa yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan

yang telah ditentukan ke STPP Malang untuk dilakukan seleksi;

d. Memfasilitasi dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait atas biaya

perjalanan saat seleksi maupun setelah diterima sebagai mahasiswa STPP Malang;

e. Memfasilitasi biaya pendidikan antara lain:

1. Biaya Pendidikan Tahun Akademik 2Ot7 -ZOt8

2. Sarana Pendukung Pendidikan

f. Memberdayakan mahasiswa setelah selesai studi sesuai dengan bidang

keilmuannya;

g. Menfasilitasi bagi alumni yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat bekerja agar

meniadi pioner pembangunan di Wilayah Kabupaten Sumba Barat;

h. Melibatkan alumni STPP Malang dalam Pembangunan Pertanian untuk menjadi

partner dalam Program Potensi Wilayah Daerah.

i. Menghadiri saat para mahasiswa asal Kabupaten Sumba Barat dikukuhkan sebagai

wisudawan.

JANGKAWAIfiU
Pasal 5

Perjanjlan Kerlasama ini berlaku untuk Jangka waktu 5 (llma) tahun terhitung sejak tanggal

25 Agustus 2017 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PENYETESAIAN PERSEIISIHAN

Pasal 6

(1) Apablla terJadl terJadl persellslhan oleh PARA PIHAK dldalam melaksanakan PerJanJlan

Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila tidak terjadi kesepakatan penyelesaian perselisihan akibat perjanjian ini,

PARA PIHAK memilih tempat kediaman domisili yang tetap dan sah melalui

Kepaniteraan Pengadilan Negeri.



(1)

l2l

PENUTUP

Pasal 7

Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan

diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam

bentuk Perjanjian Tambahan (oddendum) yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA

PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 3

(tiga), 2 (dua) diantaranya diatas kertas bermeterai cukup yang masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KESATU UP K KEDUA
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PERJANJIAN KERJASAMA

Antara
SEKOTAH TINGGI PENYUTUHAN PERTANIAN (STPP) MAI.ANG

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Dengan
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Tentang
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Pada hari ini, jumat tanggal dua puluh lima bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas,

yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. lr, Siti Munifah, M.Si Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian (STPP) Malang yang

berkedudukan di Jl. Dr. cipto 144-A

Bedali, Lawang Malang 65200, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Malang yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

Bupati Kabupaten Sumba Barat yang

berkedudukan di Jalan Weekarou,
Waikabubak bertindak dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
yang selanjutnya disebut PIHAK

l(EDUA.

2. Drs. Agustinus Niga Dapawole.

Pll{AX PERTAMA dan PIHAK (EDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam

kedudukan masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk mengikatkan diri
dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-

pasal sebagai berikut:

Dalam Perjanjian Kerjasama ini,
(1) Sekolah Tinggi Penyuluhan

(UPT) Pendidikan organik

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

yang dimaksud dengan :

Pertanian (STPP) Malang
Kementerian Pertanian,

adalah Unit Pelaksana Teknis

di bawah Koordinasi Pusat



{1)

{2)

Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya lManusia

Pertanian (BPPSDMP) yang memiliki tugas penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian

dan Pengabdian Pada Masyarakat.
(2) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat merupakan satuan Kerla sebagai pelakana

Kegiatan Otonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2

Maksud PerJanjian Kerjasama iniadalah untuk mensinergikan potensi masing-maslng

pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pertanian dan Perwujudan Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Pengembangan

Potensi dalam Bidang Usaha Pertanian diwilayah Kabupaten sumba Barat

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan llmu Pengetahuan,

Keterampilan dan Sikap sumberdaya manusia di bidang pertanian dalam

mewujudkan Pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Sumba Barat

RUANG TINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian (erjasama ini adalah meiiputi kegiatan:
(1) pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di

Kabupaten Sumba Barat melalui Pendidikan dan Magang di STTP Malang,

HA( DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Hak dan Kewaiiban PIHAK PERTAMA:

a. Memfasilitasi kegiatan dalam rangka proses belajar mengaiar dan sarana

prasarana yang dibutuhkan mahasiswa sesual dengan PerundanS-UndangaU

Menerima calon mahasiswa dari Wilayah Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan

kualifikasi yang telah ditentukan oleh STPP Malang;

Menyediakan Sumber Daya Manusia (Dosen dan stafl yang profesional untuk

pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di STPP Malang;

Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar yang memadai di sekolah

Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b.

c.

d.



(2) Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menyiapkan sumberdaya manusia yang akan dikirim sebagai calon mahasiswa di

STPP Malang dengan kualifikasi anatara lain: CPNS, PNS dan Lulusan SMKPP, SMK

Pertanian, SMU-IPA serta MA{PA dari Wilayah Kabupaten Sumba Barat;

b. Memfasilitasi perlengkapan administrasi persuratan bagi calon mahasiswa yang

akan dikirm ke STPP Malang;

c. Mengirimkan calon mahasiswa yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan

yang telah ditentukan ke STPP Malang untuk dilakukan seleksi;

d. Memfasilitasi dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait atas biaya

perjalanan saat seleksi maupun setelah diterima sebagai mahasiswa STPP Malang;

e. Memfasilitasi biaya pendidikan antara lain:

1. Biaya Pendidikan Tahun Akademik 20L7 -2OL8

2. Sarana Pendukung Pendidikan

f. Memberdayakan mahasiswa setelah selesai studi sesuai dengan bidang

keilmuannya;

g. Menfasilitasi bagi alumni yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat bekerja agar

menjadi pioner pembangunan di Wilayah Kabupaten Sumba Barat;

h. Melibatkan alumni STPP Malang dalam Pembangunan Pertanian untuk menjadi

partner dalam Program Potensi Wilayah Daerah.

i. Menghadiri saat para mahasiswa asal Kabupaten Sumba Barat dikukuhkan sebagai

wisudawan.

JANGKAWAKTU
Pasal 5

Perjanjian KerJasama lnl berlaku untuk Jangka waktu 5 (llma) tahun terhltung seJak tanggal

25 Agustus 2017 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSEtISl}IAN

Pasal 6

(1) Apablla terJadl terJadl persellslhan oleh PARA PIHAK dldalam melaksanakan PerjanJlan

Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila tidak terjadi kesepakatan penyelesaian perselisihan akibat perjanjian ini,

PARA PIHAK memilih tempat kediaman domisili yang tetap dan sah melalui

Kepaniteraan Pengadilan Negeri.



(1)

(21

PENUTUP

Pasal 7

Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan

diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam

bentuk Perjanjian Tambahan (oddendum) yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA

PIHAK sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 3

(tiga), 2 (dua) diantaranya diatas kertas bermeterai cukup yang masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dr. lr. SITI MUNIFAH, M.Si


